BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia agar menjadi
lebih baik di masa mendatang, pemerintah Indonesia saat ini sedang
melakukan beberapa kiat — kiat dalam kebijakan fiskalnya. Sehingga hal
tersebut mampu mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia yang
telah direncanakan. Dimana kiat — kiat tersebut masih berhubungan
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
menjadikan objek dalam melanjutkan reformasi pembangunan bagi
percepatan pembangunan ekonomi.

Di Indonesia sumber pendapatan yang diperoleh Negara untuk
memenuhi APBN banyak sekali macamnya, seperti sumber yang berasal
dari : Pajak, SDA migas dan non migas, PNBP, Bagian laba BUMN,
Pendapatan BU, Kepabeaan dan Cukai, dan juga Penerimaan Hibah. Dari
berbagai macam sumber pendapatan tersebut untuk memenuhi APBN,
Pajak merupakan penyumbang terbesar diantara sumber pendapatan
Negara yang lain. Untuk memperjelas dan juga menguatkan penjelasannya

hal tersebut dapat dilihat pada gambaran berikut ini :
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Grafik 1.1 Data Kemenkeu APBN 2015
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Grafik 1.2 Prosentase sumber APBN Dari Pajak
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Serta perbandingan pajak dari tahun ketahun menunjukkan bahwa pajak
penyumbang APBN terbesar, sehingga hal tersebut membawa

konsekwensi realisasi penerimaan negara sangat tergantung pada sektor



pajak. Gambar 1.3 memberi gambaran bagaimana penerimaan negara dari
tahun ketahun semakin tergantung dari penerimaan pajak.?

Grafik 1.3 Peran Pajak Dalam APBN
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Grafik 1.4 Penerimaan Perpajakan 2004-2014 (Rp triliun)
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2 Supramono dan Theresia woro damayanti, Perpajakan Indonesia — Mekanisme dan Perhitungan,
Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2015,




Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal pemerintah membuat
kebijakan dalam penerimaan pajak, salah satu diantara empat kebijakan
antara lain : Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menggali potensi
wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah, serta
sektor non tradable seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan, serta
beberapa transaksi ekonomi strategis.®

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek
pajak atas penghasilannya dari setiap Wajib Pajak orang pribadi atau
badan usaha yang memperoleh penghasilan, salah satunya adalah PPh
Pasal 21 yang berisi tentang penghasilan berupa gaji, upah, dan
honorarium. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dibidang jasa
perbankan yang tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak, termasuk
pajak penghasilan pada Bank Muamalat Bank Muamalat Indonesia KCP
Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

Selain Pajak Penghasilan (PPh) 21 ada pula Pajak Penghasilan
(PPh) 22 tentang impor barang, Pajak Penghasilan (PPh) 23 tentang
modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang
dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan Pajak Penghasilan (PPh)
26 yang membahas tentang wajib pajak orang pribadi Subjek pajak Luar

Negeri.
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Untuk mendukung optimalisasi kebijakan pemerintah tentang
penerimaan pajak salah satunya adalah dengan menggunakan sistem
Withholding Tax dalam pemungutan dan pemotongan pajak. Withholding
Tax system adalah sistem yang memberikan wewenang kepada pihak
ketiga untuk memotong besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, dimana
di dalam UU No. 36 Tahun 2008 juga telah dijelaskan bahwa pihak ketiga
yang dimaksud adalah lembaga yang berbadan hukum. Misalnya adalah
perbankan yang memiliki peran sebagai pemotong dan juga pemungut
PPh, karena perbankan syariah terindikasi sebagai badan usaha yang dapat
melakukan pemotongan serta pemungutan seperti yang dijelaskan dalam
peraturan PPh dalam UU No. 36 Tahun 2008. Serta melakukan penyetoran
dan pelaporan yang dijelaskan dalam KUP Nomor 28 Tahun 2007.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan
melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak tersebut
berupa: tepat waktu membayar pajak dan membayar sesuai dengan
besarannya serta mengikuti perkembangan undang — undang perpajakan
yang berlaku. Karena patuh sama artinya dengan menaati peraturan
undang — undang perpajakan yang telah di buat oleh pemerintah Indonesia.

Pada gambar 1.5 dijelaskan mengenai alur pembayaran dan
peranan pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Setelah pajak
dibayar oleh Wajib Pajak dan diterima oleh negara maka pajak yang telah
terkumpul akan disalurkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama,

antara lain : di dalam bidang pertanian, Subsidi Bahan Bakar, Bidang



Kesehatan, Infrstruktur,Transportasi, Pendidikan, Pertahanan dan

Keamanan, penegakan Hukum, serta Dana Alokasi Umum.

Gambar 1.5 Alur Pembayaran dan Peranan Pajak
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Sumber : KPP Pratama Tulungagung

Gambar 1.6 Peranan APBN dari Kas Negara
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Berdasarkan pemaparan dari berbagai sumber yang telah

dijelaskan, peneliti ingin mengetahui dan melakukan penelitian terhadap



sistem Withholding Tax oleh Perbankan syariah di Kabupaten

Tulungagung dan Kota Kediri dengan judul penelitian “Implementasi

Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pada Bank

Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah

Kediri” .

. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis — jenis Pajak Penghasilan (PPh) apa saja di Bank Muamalat
Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri
yang menggunakan sistem Withholding Tax?

2. Bagaimana Implementasi sistem Withholding Tax pada Bank
Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang
Syariah Kediri?

3. Bagaimana bentuk penanganan hambatan — hambatan dalam
pemungutan dan pemotongan pada sistem Withholding Tax di Bank
Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang
Syariah Kediri?

. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian skripsi yang “Implementasi Sistem

Withholding Tax Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pada Bank

Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah

Kediri ”,antara lain :



1. Untuk mengidentifikasi jenis — jenis Pajak Penghasilan (PPh) apa saja
di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim
Cabang Syariah Kediri.

2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi sistem Withholding Tax
pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim
Cabang Syariah Kediri.

3. Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk penanganan hambatan —
hambatan dalam pemungutan dan pemotongan pada sistem
Withholding Tax Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan
Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi atau masukan bagi perkembangan di bidang Perpajakan dan
juga lembaga keuangan khususnya Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah mengenai sistem Withholding Tax pada Pajak
Penghasilan (PPh).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi IAIN Tulungagung
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi
keilmuan terkait sistem Witholding Tax pada Perbankan Syariah di
Kabupaten Tulungagung dan Unit Usaha Syariah di Kota Kediri,

seperti Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank



Jatim Cabang Syariah Kediri dalam meningkatkan penerimaan
pajak.
b. Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Setelah diketahuinya bagaimana sistem Witholding Tax
pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim
Cabang Syariah Kediri dalam meningkatkan kinerja, sehingga
penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif bagi kedua bank
untuk menghasilkan kebijakan — kebijakan yang mempermudah
kinerja dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi tambahan untuk dapat meneliti
lebih dalam mengenai sistem Witholding Tax pada Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya.
E. Penegasan Istilah
Dalam karya ilmiah ini peneliti perlu untuk memberikan penegasan
istilah dari judul yang telah peneliti pilih dengan tujuan agar tidak terjadi
kekeliruan dan ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini,

yaitu :



10

1. Definisi Konseptual
a. Pajak Penghasilan (PPh)

Seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, tidak
hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan (employment
income) seperti gaji dan upah (PPh pasal 21); penghasilan dari
modal (passive income) seperti deviden, bunga, sewa dan royalti
(PPh pasal 23 dan 26), tetapi juga diperluas terhadap penghasilan
dari usaha (bussines income). Bahkan, terhadap transaksi yang
bukan penghasilan, seperti pembayaran kepada badan-badan
pemerintah dan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu (PPh
pasal 22).*

b. Withholding Tax

Merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib
Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas
penghasilan yang dibayarkan kepada penerimaan penghasilan.
Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan

fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun

4 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan
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tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggran perpajakan,
seperti halnya pada self assessment system. °
c. Bank Umum Syariah
Menurut undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Pasal 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa “Perbankan
Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah; mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.” “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.” °
d. Unit Usaha Syariah
Pada pasal 10 juga dijelaskan mengenai pengertian Unit Usaha
Syariah dalam undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan, sebagai berikut : “Unit Usaha Syariah, yang
selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank
Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank

> Rismawati Sudirman, Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik, (Malang : Empat Dua
Media, 2012)

® Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah
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yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk
dari kantor Indonesia KCP syariah dan/atau unit syariah.”
2. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini,
maka penulis merasa perlu memberikan batasan pemahaman dan

pengetahuan yang dimaksud dalam judul penelitian sebagai berikut :

a. PPh

Pajak Penghasilan yang dapat menggunakan Withholding
Tax System antara lain : PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh

Pasal 23 ataupun PPh Pasal 26 yang berlaku pada bank Syariah.

b. Withholding Tax

Dasar penghitungan Withholding Tax system adalah dari
besarnya pajak yang terutang, dimana didapat dari laba bersih
sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan
sehingga besar kecilnya laba perusahaan dalam laporan keuangan
menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus dibayar.
Tata cara yang dilakukan wajib pajak mulai dari menunda
pendapatan sampai membiayakan semua jenis pengeluaran
(biaya) walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan

mengenai pengakuan biaya dalam undang — undang perpajakan.’

7 Siti Ro’afah Ayuningsih, “Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan dan
Withholding Tax Pada PT. ABC Tahun Pajak 2013”, dalam https://www.google.com/search?g=


https://www.google.com/search?q=%20definisi+operasional+withholding+tax+system&ie=utf-8&oe=utf-8
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c. Bank Umum Syariah
Yang dimaksud dalam bank umum syariah di sini adalah
bank syariah yang berada di kabupaten Tulungagung yakni
“Bank Muamalat Tulungagung Indonesia KCP Tulungagung”.
d. Unit Usaha Syariah
Unit Usaha Syariah di sini adalah Unit Usaha Syariah yang
berada di Kota Kediri yakni “Bank Jatim Cabang Syariah
Kediri”.
F. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan srkipsi ini ada 6 pembahasan dimana setiap bab
terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan
suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan
yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat
gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu pembahasan yang
benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya
bagi penulis untuk membuat sistematika pembahasan. Adapun sistematika
pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB | . Berisi pembahasan mengenai : Pendahuluan, terdiri dari :
A. Konteks Penelitian, B. Fokus Penelitian, C. Tujuan
penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Penegasan Istilah, F.

Sistematika Penulisan Skripsi.

definisi+operasional+withholding+tax+system&ie=utf-8&oe=utf-8, pada tanggal 3 Maret 2016,
6:14


https://www.google.com/search?q=%20definisi+operasional+withholding+tax+system&ie=utf-8&oe=utf-8
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Berisi pembahasan mengenai : Kajian pustaka, terdiri dari :
Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka
Berfikir (Paradigma).

Metode Penelitian berisi pembahasan mengenai :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian; B. Lokasi Penelitian;
C. Kehadiran Peneliti; D. Data dan Sumber Data; E.
Teknik Pengumpulan Data, F. Teknik Analisis Data, G.
Pengecekan Keabsahan Temuan, H. Tahap-tahap
Penelitian.

Paparan hasil penelitian, terdiri dari : A. Gambaran Umum,
B. Temuan Penelitian yang diperoleh peneliti mengenai
Implementasi Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak
Penghasilan (PPh) Pada Bank Muamalat Indonesia KCP
Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.
Pembahasan, dimana pada bagian ini memuat keterkaitan
antara pola — pola, kategori-kategori dan dimensi —
dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap
teori — teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dari
temuan teori yang diungkapkan dari lapangan (grounded
Theory). Yang akan dibahas mengenai implementasi sistem
Withholding Tax terhadap Pajak Penghasilan pada Bank

Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim
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Cabang Syariah Kediri.
BAB VI : Penutup, terdiri dari : A. Kesimpulan dan B. Saran.
Bagian akhir tediri dari : (a) Bahan Rujukan, (b) Lampiran-Lampiran, (c)

Daftar Riwayat Hidup.



